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ABSTRAK 

Pemberlakuan larangan pernikahan antara warga Desa Mojo dan Desa 

Gulang Pongge dalam istilah adat Jawa disebut dengan larangan pernikahan Pancer 

Wali karena sesepuh pendiri desanya yaitu Mbah Abdullah dan Mbah Abdul 

‘Adhim merupakan saudara kakak beradik yang kemudian warga Desa Mojo dan 

warga Desa Gulang Pongge telah diakui sebagai keturunannya. Untuk melihat 

larangan pernikahan lebih jauh terdapat dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dan pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam. 

Dalam kedua peraturan tersebut dijelaskan beberapa kondisi atau hubungan 

kekerabatan yang menyebabkan terhalangnya pernikahan, dan tidak memasukan 

hubungan kekerabatan seperti Pancer Wali. Sementara, masyarakat Desa Mojo 

Kecamatan Cluwak dan warga Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunungwungkal 

Kabupaten Pati mempunyai ketentuan peelarangan pernikahan Pancer Wali. 

Penelitian ini mengkaji tentang sikap hukum masyarakat sekarang ini dan tentang 

factor-faktor atau alasan sikap tersebut. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum, untuk 

menjelaskan budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat dimana hukum 

itu difungsikan. Dalam penelitian ini budaya pelarangan pernikahan Pancer Wali 

ini diyakini dan dipatuhi oleh masyarakat Desa Mojo dengan masyarakat Desa 

Gulang Pongge kabupaten Pati.  Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 

reseach), yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat langsung praktik 

Masyarakat Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan Masyarakat Desa Gulang Pongge 

Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati, guna memperoleh data yang 

berhubungan dengan larangan pernikahan Pancer Wali diatas. Untuk mendapatkan 

data yang diperlukan penyusun melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, 

pemuka adat, tokoh agama dan para anak muda untuk mendapatkan informasi lebih 

lanjut mengenai pemberlakuan larangan pernikahan Pancer Wali bagi kedua warga 

desa tersebut. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, larangan pernikahan Pancer 

Wali masih dipertahankan. Masih dipertahankanya larangan pernikahan tersebut 

disebabkan oleh upaya masyarakat mempertahankan nilai - nilai yang diyakini, 

yang mencakup memelihara kebudayaan, menjaga kesetiaan dan 

mempertimbangkan kehawatiran tentang adanya nasab antara kedua wilayah. 

Kedua, bahwa para tokoh agama mengetahui bahwa dalam hukum Islam tidak 

diatur pelarangan pernikahan Pancer Wali, dan memahami bahwa secara hukum 

Islam dan negara pernikahan tersebut sah dilakukan. Namun, demi menghormati 

adat yang sudah berlaku mereka memandang bahwa pemberlakukan larangan 

pernikahan antara warga desa tersebut dengan istilah larangan pernikahan Pancer 

Wali perlu dipertahankan. Ketiga, bahwa para generasi muda mempunyai sikap 

yang sama, yaitu mempertahankan larangan pernikahan Pancer Wali karena adanya 

dorongan keyakinan dari Keluarga dan tokoh adat di kedua desa tersebut, yang 
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secara baik menjelaskan adanya ketentuan pelarangan pernikahan Pancer Wali 

tersebut. 

ABSTRACT 

The enactment of the marriage ban between the residents of Mojo Village 

and Gulang Pongge Village in Javanese customary terms is called the pancer wali 

marriage ban because the founding elders of his village, namely Mbah Abdullah 

and Mbah Abdul 'Adhim, are brothers and sisters who later residents of Mojo 

Village and gulang Pongge villagers have been recognized as descendants. To see 

the prohibition of marriage further contained in articles 8, 9, and 10 of Law No. 1 

of 1974 concerning marriage and articles 39-44 compilation of Islamic Law. In both 

regulations explained some conditions or kinship relationships that cause 

obstruction of marriage, and do not include kinship relationships such as Pancer 

Wali. Meanwhile, the people of Mojo Village, Cluwak District, and residents of 

Gulang Pongge Village, Gunungwungkal District, Pati Regency, have provisions 

for the marriage of Pancer Wali. This study examines the legal attitudes of today's 

society and about the factors or reasons for these attitudes. 

Using the legal anthropology approach, the legal anthropology approach 

serves to explain the legal culture that develops in the society in which the law is 

functioned. This legal culture at a later stage influences legal behavior. In this study, 

Pancer Wali's marriage ban culture is believed and obeyed by the people of Mojo 

Village with the people of Gulang Pongge Village, Pati regency. This type of 

research is field reseach research, which is research conducted by plunging directly 

into the Mojo Village Community of Cluwak District and the Gulangpongge 

Village Community of Gunungwungkal District of Pati Regency, to obtain data 

related to the ban on marriage Pancer Wali above.  

 The result of this study is that the prohibition of marriage is still 

maintained by the guardian pancer marriage. because there are values that are 

believed to include: maintaining culture, maintaining loyalty and concern for nasab. 

Researchers conducted interviews with 2 religious figures with results even though 

they knew in Islamic law the absence of a ban on pancerwali marriage, meaning it 

was legitimate if the two villagers had a marriage. However, in order to respect the 

customs that have been in force, the enactment of a marriage ban between the 

villagers with the term ban on marriage Pancer Wali is not in question. Researchers 

also conducted interviews with 4 younger generations with a response to 

maintaining the Pancer Wali Marriage Ban, due to the encouragement factors of the 

Family and indigenous figures in both villages, where every know the customary 

figure told of the ban on marriage Pancer Wali. 
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MOTTO 

“Janganlah heran akan orang yang mati, bagiamana ia mati? Akan tetapi 

heranlah akan orang yang selamat, bagaimana ia bisa selamat?” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan lazim dalam 

kehidupan manusia, yang dilakukan oleh setiap manusia yang siap secara lahir 

maupun batin serta mempunyai rasa tanggung jawab dalam membangun rumah 

tangga. Setiap orang yang telah memenuhi persyaratan untuk menikah sangat 

dianjurkan untuk menyegerakan melaksanakan pernikahan. Hal itu untuk menandai 

fase kehidupan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup seseorang pada masa 

mendatang. 1 

Allah SWT telah menciptakan makhluk hidup berpasang-pasang yaitu laki-

laki dan perempuan untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia maka Allah 

memberikan jalan terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan yang disebut 

dengan pernikahan atau pernikahan. Pernikahan inilah yang diridhai Allah dan 

diabadikan dalam islam untuk selamanya.2 

Pengertian pernikahan menurut undang-undang no.1 tahun 1974 pasal 1 

ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 

isteri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. Sedangkan pasal 2 kompilasi hukum islam 

 
1 Happy Susanto,Nikah Siri Apa Untungnya?, (Jakarta: Visimedia, 2007) cet. Ke-1, hlm. 

1. 

2 Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Fiqih Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 

hlm. 2. 
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menyebutkan, “pernikahan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad 

yang sangat kuat atau mitsaqon gholidzon untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakan nya merupakan ibadah”.3 

Islam memandang ikatan pernikahan sebagai ikatan yang kuat, ikatan yang 

suci,dan suatu ikatan yang bukan saja hubungan keperdataan biasa, tetapi juga 

hubungan yang menghalalkan antara suami isteri sebagai penyaluran libido seksual 

manusia yang terhormat. Tujuan pernikahan menurut agama islam untuk 

mendirikan petunjuk agama sehingga menghasilkan keluarga yang harmonis, 

sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota 

keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin, sehingga muncul 

kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga. 

Usaha untuk mengaplikasikan hukum islam dalam tiap unsur kehidupan 

masyarakat tidak terlepas dari budaya, kebiasaan, dan hukum adat yang masih 

dipertahankan di sebagian daerah. Setiap suku memiliki adat istiadat yang berbeda-

beda.4 Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang 

dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, dan 

dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat termasuk di dalamnya masalah 

tentang pernikahan. Sifat dan kebudayaan yang terjadi di masyarakat mewujudkan 

aturan-aturan yang berbeda. Tidak menutup kemungkinan perbedaan itu terjadi 

 
3 Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam 

di Indonesia, , Direktorat Pembinaan PeradilanAgama Islam, Jakarta, 2001. 

4 Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar, (Jakarta: Pradnya 

Paramita, 1994), cet. Ke-9, hlm.9. 
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terhadap aturan adat dan aturan agama terutama dalam hal pernikahan. Walaupun 

agama islam telah memberikan aturan yang jelas tentang pernikahan, akan tetapi 

pada kenyataannya masih banyak ditemukan dalam pelaksanaan dan praktek 

pernikahan yang berbeda dikalangan umat islam. 

Di Indonesia, khususnya di pulau Jawa terkenal akan ketaatan dan 

kepatuhan terhadap aturan atau hukum adat yang berlaku salah satu tradisi yang 

masih dipercaya oleh masyarakat Jawa adalah tradisi  Pancer Wali yang ada pada 

masyarakat Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan warga Desa Gulangpongge 

Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati. Pancer Wali dalam konteks ini 

diartikan sebagai larangan menikah antara cucu dari saudara kandung laki-laki 

dengan anak dari saudara kandung laki-laki.5 Pernikahan Pancer Wali dilarang 

karena jika terjadi dan larangan tersebut dilanggar, menurut kepercayaan 

masyarakat setempat akan terjadi bencana yang besar dalam pernikahan tersebut. 

Bencana besar tersebut dapat berupa pernikahan tidak harmonis yang kemudian 

berujung pada perceraian dan kesulitan masalah ekonomi walaupun telah bekerja 

keras, maka hasilnya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup. Larangan pernikahan 

seperti tradisi Pancer Wali merupakan sebuah tradisi penghalang pernikahan bagi 

seseorang yang ingin menikah.6   

 
5 https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/33854/Konsep-pancer-wali-tradisi-pernikahan-

adat-jawa-dalam-cerbung-esem-ing-lingsir-sore-karya-naryata-Sebuah-Tinjauan-Sosiologi-Sastra 

diakses pada 4 Oktober 2021, pukul 13.21 WIB 

6 Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Gulangpongge, 5 Februari 2022 

https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/33854/Konsep-pancer-wali-tradisi-pernikahan-adat-jawa-dalam-cerbung-esem-ing-lingsir-sore-karya-naryata-Sebuah-Tinjauan-Sosiologi-Sastra
https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/33854/Konsep-pancer-wali-tradisi-pernikahan-adat-jawa-dalam-cerbung-esem-ing-lingsir-sore-karya-naryata-Sebuah-Tinjauan-Sosiologi-Sastra
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Dalam sejarahnya antara sesepuh pendiri Desa Gulangpongge atau wali 

desa tersebut yaitu Mbah Abdullah dan sesepuh pendiri Desa Mojo atau wali desa 

tersebut yakni Mbah Abdul Adhim merupakan saudara kakak beradik. Dengan 

demikian, anak cucu beliau yang berarti merupakan warga Desa Gulangpongge dan 

warga Desa Mojo tidak diperbolehkan menikah, karena akan terjadi pernikahan 

Pancer Wali.  

Untuk melihat larangan pernikahan lebih jauh terdapat dalam pasal 8,9, dan 

10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dan pasal 39-44 

kompilasi hukum islam. Dalam kedua aturan tersebut tidak terdapat larangan 

menikah Pancer Wali. Sementara, dalam masyarakat Desa Mojo Kecamatan 

Cluwak dan warga Desa Gulangpongge Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten 

Pati melarang pernikahan Pancer Wali. Hal inilah yang membuat penulis tertarik 

lebih dalam untuk mengkaji hal tersebut. Oleh karena itu penulis mengambil judul 

“Pemberlakuan Larangan Pernikahan Pancer Wali Antara Warga Desa Mojo 

dengan Warga Desa Gulang Pongge Kabupaten Pati”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis angkat diatas, maka penulis 

akan merumuskan beberapa pokok masalah untuk dikaji lebih lanjut dalam 

penelitian ini: 

1. Apakah larangan pernikahan Pancer Wali masih dipertahankan di Desa 

Mojo dan Gulang Pongge? 
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2. Mengapa masih dipertahankan larangan Pernikahan Pancer Wali bagi 

warga Desa Mojo dan Gulang Pongge? 

3. Bagaimana sikap dan respon para ulama dan generasi muda adanya 

larangan Pernikahan Pancer Wali bagi warga Desa Mojo dan Gulang 

Pongge? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menjelaskan Pernikahan Pancer Wali pada Masyarakat Desa 

Mojo Kecamatan Cluwak dan warga Desa Gulangpongge 

Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati. 

b. Untuk menjelaskan alasan masih dipertahankan larangan 

Pernikahan Pancer Wali Masyarakat Desa Mojo Kecamatan Cluwak 

dan warga Desa Gulangpongge Kecamatan Gunungwungkal 

Kabupaten Pati. 

c. Untuk menjelaskan sikap dan respon para ulama dan generasi muda 

adanya larangan Pernikahan Pancer Wali Masyarakat Desa Mojo 

Kecamatan Cluwak dan warga Desa Gulangpongge Kecamatan 

Gunungwungkal Kabupaten Pati. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umum nya dan 

kepustakaan hukum pernikahan di Indonesia pada khususnya, yaitu 

dalam bidang pernikahan adat. 
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b. Sebagai kontribusi dan pertimbangan pemikiran bagi pemuka adat, 

tokoh agama, akademisi, dan khususnya masyarakat Desa Mojo 

Kecamatan Cluwak dan warga Desa Gulangpongge Kecamatan 

Gunungwungkal Kabupaten Pati. 

D. Telaah Pustaka 

Penyusun melakukan berbagai penelusuran terhadap penelitian 

sebelumnya yang hampir sama atau penelitian yang membahas dan 

mengkaji tentang permasalahan- permasalahan yang berhubungan dengan 

pernikahan, namun penyusun tidak menemukan topik atau fokus yang sama 

dengan yang akan diangkat oleh penulis. Namun demikian ada beberapa 

tulisan atau karya ilmiah yang terkait dengan ini, yang dilakukan dengan 

pendekatan normatif dan empiris.  

Beberapa penelitian yang dilakukan dengan pendekatan empiris 

mencakup penelitian yang dilakukan oleh Thoifur, Puput Dita Prasanti, 

Mohamad Zaid Mubarok dan Lestari Nurma Lailita. 

Skripsi yang berjudul “Larangan Pernikahan Beda Awu dalam 

Perspektif Hukum Islam”, Karya Thoifur Fakultas Syari’ah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Walisongo. Penelitian tersebut membahas 

mengenai larangan pernikahan adat beda awu, yaitu salah satu mitos yang 

sudah turun menurun dilakukan oleh warga masyarakat. Karena terjadinya 

sebuah perselisihan antar kedua warga Desa Bogorejo dan Desa Dadapan.7 

 
7 Thoifur, “Larangan Perkawinan Beda Awu dalam Perspektif Hukum Islam”, Fakultas 

Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo. 



7 

 

Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah Dalam Pandangan hukum Islam 

terhadap larangan pernikahan Beda Awu tersebut tidak tepat karena tidak 

sesuai dengan nilai nilai yang dianut dalam hukum Islam. Dan hukum 

larangan Beda Awu diharamkan karena dalam hukum Islam hanya ada 2 

(dua) larangan yaitu: Mahram Muaqat dan Mahram Muabad. Adapun 

hukum pernikahan Beda Awu tersebut tetap sah dan diperbolehkan. 

Menurut peneliti Kebiasaan yang diimani masyarakat Bogorejo dan 

Dadapan terhadap larangan pernikahan Beda Awu merupakan kebiasaan 

yang fasid, sehingga hal ini harus dihilangi sedikit demi sedikit. 

Selain skripsi yang ditulis oleh Thoifur, terdapat juga Skripsi yang 

berjudul “Pantangan Melakukan Pernikahan Pada Bulan Muharram Di 

Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam”. Karya Puput Dita Prasanti 

Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Metro. Penelitian tersebut 

membahas mengenai larangan pernikahan di bulan Muharram, sedangkan 

dalam hukum Islam tidak pernah melarang pernikahan dibulan tertentu.8  

Berdasarkan penelitian diatas Puput menyimpulkan bahwa pelaksanaan 

sutu tradisi, masyarakat hendaknya memperhatikan alur dari prosesnya dan 

memberikan kritik keagamaan agar terhiindar dari hal-hal yang secara jelas 

dilarang oleh agama yang diyakini kritik keagamaan agar terhindar dari hal-

 
 

8 Puput Dita, “Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Muharram Di Masyarakat 

Adat Jawa Perspektif Hukum Islam’, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Metro. 

 



8 

 

hal yang secara jelas dilarang oleh agama yang diyakini kebenaran doktrin-

doktrin dengan atas nama melestarikan mengamalkan adat lokal Jawa. 

Selain dua penelitian diatas, terdaapt juga skripsi yang berjudul 

“Tradisi Larangan Pernikahan Kebo Balik Kandang Perspektif Hukum 

Islam”. Karya Mohamad Zaid Mubarok Fakultas Syari’ah Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah. Penelitian tersebut mengenai larangan 

pernikahan Kebo Balik Kandang yaitu tradisi dari nenek moyang Warga 

Desa Sugihwaras kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur 

tentang laki-laki dan perempuan dilarang melangsungkan pernikahan jika 

orang tua mereka dahulu satu desa, dan salah satu oeangtua dari mereka, 

sebelum melangsungkan pernikahan telah pindah dari desa tersebut.9 

Kesimpulan dalam skripsi tersebut adalah ketidak adnya kesesuaian antara 

Syari’at Islam dengan tradisi adat Kebo Balik Kandang sehingga tradisi itu 

jika dilanggar maka tidak melanggar ketentuan dari Syari’at Islam. 

Skripsi yang berjudul “Fenomena Larangan Pernikahan Antara Desa 

Mojo Kecamatan Cluwak Dan Warga Desa Gulang Pongge Kecamatan 

Gunungwungkal Kabupaten Pati”. Karya Lestari Nurma Lailita Fakultas 

Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Prnrlitian tersebut membahas 

mengenai larangan pernikahan Pancer Wali menurut warga masyarakat 

 
9 Zaid Mubarok, “Tradisi Larangan Perkawinan Kebo Balik Kandang Perspektif Hukum 

Islam”, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 
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setempat, dan keberlakuan fenomena tersebut bagi warga masyarakat 

setempat.10  

Skripsi yang berjudul “Larangan Pernikah Antara Saudara Sepupu 

Antara Saudara Sepupu Pancer Wali Di Kel.Ngantru Kec/Kab. Trenggalek 

Dalam Prespektif Hukum Islam”,11 karya Anif Khusnawati Fakultas Syariah 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan karya lain yang relevan. 

Penelitian ini membahas mengenai pernikahan antara saudara sepupu jika 

ayah keduanya adalah saudara sekandung.  

Perbedaan dengan skripsi yang akan penulis bahas adalah dari 

maksud Pancer Wali nya tersendiri, penelitian di kel. Ngantru mengarah ke 

saudara kandung yang dapat dibuktikan dengan adanya nasab atau Kartu 

Keluarga, namun dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis di des. Mojo 

dan Gulang Pongge tidak dapat dibuktikan saudara dengan nasab mengarah 

ke lebih umum semua wara dianggap keturunan dari pendiri desa. 

Selain pendekatan empiris, terdapat juga penelitian yang dilakukan 

dengan pendekatan normatif mencakup penelitian yang dilakukan oleh 

Rifyal Fachri. Skripsi yang berjudul “Larangan Pernikahan Bagi 

Masyarakat Desa – Desa Se-Pela Gandong (Studi Komparatif Hukum Islam 

dan Hukum Adat di Kota Ambon dan kabupaten Maluku Tengah). Karya 

 
10 Lestari Nurma Lailita,” Fenomena Larangan Perkawinan Antara Desa Mojo 

Kecamatan Cluwak Dan Warga Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten 

Pati”, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 

11 Anif Khusnawati, “Larangan Pernikah Antara Saudara Sepupu Antara Saudara 

Sepupu Pancer Wali Di Kel.Ngantru Kec/Kab. Trenggalek Dalam Prespektif Hukum Islam”, 

Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
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Rifyal Fachri Tatuhey Fakultas Syari’ah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga 

Yogyakarta.12 Tradisi pelagandong sendiri merupakan larangan pernikahan 

se-pelagandong walaupun kenyataan nya telah berumur ratusan tahun 

sehingga tidak diketahui lagi diurutan generasi keberapakah mereka hidup. 

Pendekatan Skripsi ini memakai pendekatan deskriptf analitis komparatif, 

penulis menganalisis objek penelitian dan mengomparasikan dengan 

konsep larangan pernikahan menurut hukum islam sehingga dapat 

ditemukan persamaan dan perbedaanya.  

Kelima Karya ilmiah diatas jelas terdapat berbagai larangan 

pernikahan adat yang menurut hukum islam atau hukum yang berlaku di 

indonesia tidak adanya larangan tersebut. 

Meskipun sudah ada beberapa karya ilmiah yang membahas 

mengenai larangan pernikahan adat menurut prospektif Hukum Islam, tetapi 

belum ada penelitian atau karya ilmiah yang membahas mengenai alasan 

tetap diberlakukannya larangan adat dalam konteks ini larangan pernikahan 

Pancer Wali antara keturunan pendiri desa mojo dengan gulang pongge 

yang pada kenyataan nya telah berusia ratusan tahun sehingga tidak 

diketahui lagi digenerasi berapakah mereka hidup. Padahal menurut hukum 

yang berlaku tidak ada larangan pernikahan antara desa satu dengan desa 

 
12 Rifyal Fachri Tatuhey, “Larangan Perkawinan Bagi Masyarakat Desa – Desa Se-Pela 

Gandong (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Adat di Kota Ambon dan kabupaten Maluku 

Tengah)”, Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
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yang lain nya. Sehingga penilitian yang akan penyusun lakukan berbeda 

dengan penelitian maupun karya ilmiah lain. 

E. Kerangka Teoritik 

1. Teori Living Law 

Ehrlick dan Kantorowich mengemukakan konsep “hukum yang 

hidup” (living law), sebagai lawan hukum perundang-undangan. 

Dengan konsep itu, pada dasarnya hendak dikatakan bahwa hukum itu 

tidak kita jumpai dalam perundang-undangan, didalam keputusan 

hakim maupun didalam ilmu hukum. Tetapi hukum itu hidup berada 

dalam masyarakat itu sendiri.13 Berhadapan dengan kekuatan-

kekuatan sosial di luar hukum, maka hukum hanya akan menempati 

kedudukan yang bersifat tergantung pada permainan diantara 

kekuatan-kekuatan itu. Menurut Ehrlich, hukum merupakan variabel 

tidak mandiri. Dihubungkan dengan fungsi hukum sebagai sarana 

kontrol sosial, maka menurut pendapat ini hukum tidak akan dapat 

melaksanakan tugasnya, apabila landasan tartib sosial yang lebih luas 

tidak mendukungnya.14 

Suatu kelompok sosial membentuk aturan-aturan dan berusaha 

menegakkanya, bahkan dalam siyuasi-situasi tertentu memaksakanya. 

Aturan-aturan sosial membatasi sikap tindak manusia sesuai dengan 

 
13 Sajipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat (Bandung: Angkasa, 1984), hlm. 117. 

14 Ibid, hlm. 20. 
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keadaan yang dihadapaninya, sehingga ada aturan-aturan yang 

melarang, memerintahkan, dan membolehkan. Apabila seseorang 

melanggar aturan oleh sesamanya, maka dia dianggap sebagai manusia 

jenis tertentu yang tidak dapat dipercayai dalam proses penegakan 

aturan yang telah disepakati oleh kelompok sosial. Oleh karena 

penyimpangan adalah, antara lain, suatu hasil tanggapa pihak lain 

terhadap sikap tindakan seseorang, maka orang yang mengadakan 

penilitian terhadap penyimpangan, tidak dapat megasumsikan bahwa 

mereka menelaah suatu kategori homogen. Artinya, mereka tidak 

dapat menganansumsikan bahwa orang-orang itu secara aktual telah 

melakukan pelanggaran atau menyimpang oleh karena proses 

memberikan cap tertentu belum tentu mutlak sifatnya.15 

Jika terjadi pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan 

maka yang mengadili adalah pengadilan agama atau pengadilin umum, 

sedangkan jika terjadi pelanggaran terhadap hukum adat, maka yang 

mengadili dalam arti menyelesaikan adalah peradilan adat (peradilan 

masyarakat, keluarga atau kerabat) yang bersangkutan.16 

2. Teori Pelembagaan Hukum 

Lembaga biasanya didefinisikan dengan pola perilaku manusia 

yang mapan, terdidri atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu 

 
15 Soerjono soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), hlm. 

247. 

16 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat (Bandung: PT Citra Aditya Bakri, 1990), 
hlm. 14-15. 
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kerangka nilai yang relevan.Keberadaan lembaga dibatasi oleh dua 

unsur dasar, pertama unsur struktural, kedua, unsur keyakinan dan cita-

cita manusia.unsur struktural mengacu pada sistem hubungan yang 

diatur oleh suatu lembaga. Lembaga pendidikan misalnya, mengatur 

hubungan yang bersifat intelektual, mencakup proses belajar 

mengajar, dan yang lain-lain yang terkait. Sedangkan keyakinan dan 

cita-cita mengacu pada pandangan hidup serta sistem nilai yang di anut 

dalam suatu masyarakat.Untuk itulah keyakinan dan cita-cita 

merupakan unsur dasar dari lembaga. 

Hanif Nurcholis mengutip pendapat dari Horton, menjelaskan 

bahwa lembaga adalah: 

Suatu sistem norma yang dipakai untuk mencapai tujuan dan 

aktivitas yang dirasa penting, atau kumpulan kebiasaan dan tata 

kelakuan yang terorganisir yang terpusat dalam kegiatan utama 

manusia (system a norms to achieve some goal or activity that people 

feel is important, or, more formally, an organized cluster of folkways 

an mores contered arounds a major human activity). 

Kutipan di atas menerangkan bahwa, lembaga itu berupa norma-

norma yang dipakai masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhannya.Norma-norma itu berupa kebiasaan (folkways) dan tata 

kelakuan (mores). 

Berkaitan dengan hal di atas Rafael Raga Maran, 

menyimpulkan, berdasarkan jenisnya terdapat banyak macam 
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lembaga.Sehingga sangat sulit untuk membagi-baginya kedalam 

jenisjenis tertentu. Oleh karena itu di sini akan dilihat lembaga dari 

jenis pembentukannya, terdapat lembaga yang terjadi secara otomatis, 

dan terdapat pula lembaga yang terjadi karena dibentuk dengan 

sengaja oleh sekelompok orang dalam masyarakat. 

Lembaga-lembaga yang terjadi secara otomatis disebut 

institution by pure fact.Dikatakan demikian karena peroses terjadinya 

tidak disengaja, tapi akibat dari permainan kekuatan dan peristiwa-

peristiwa yang terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan. 

Contohnya seperti terjadinya kelas-kelas sosial, cara hidup, dan tingkat 

pendapatan. 

Lembaga-lembaga yang dibentuk dengan sengaja disebut 

institution by design, yang disebut juga dengan lembaga-lembaga 

normatif, karena lembaga-lembaga tersebut dibangun berdasarkan 

norma-norma tertentu.Lembaga ini berfungsi menurut undang-

undang, peraturan yang harus dipatuhi oleh para anggotanya.Di sini 

orang terikat oleh kewajiban legal, moral, sosial tertentu, tetapi tidak 

ada paksaan fisik untuk menyesuaikan diri dengannya.Ketaatan 

terhadap lembaga-lembaga jenis ini bersifat sukarela atau ketaatan 

berdasarkan kesadaran.17 

 
17 Rafael Raga Maran, “Pengantar Sosiologi Politik”, Cet. I, (Jakarta: PT Rineka Cipta, , 

2001), hal. 51 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

penelitian lapangan (field reseach), yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan cara terjun langsung ke Masyarakat Desa Mojo Kecamatan 

Cluwak dan Masyarakat Desa Gulangpongge Kecamatan 

Gunungwungkal Kabupaten Pati, guna memperoleh data yang 

berhubungan dengan larangan pernikahan Pancer Wali diatas. 

2. Sifat Penelitian  

Sifat penelitian yang yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu 

penelitian yang melakukan penilaian terhadap kebiasaan Masyarakat 

Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan Masyarakat Desa Gulangpongge 

Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati yang melarang pernikahan 

Pancer Wali, kemudian penyusun menganalisinya dalam tinjauan UUP 

Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. 

3. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum, 

yang berfungsi untuk menjelaskan budaya hukum yang berkembang 

dalam masyarakat dimana hukum itu difungsikan. Budaya hukum ini 

pada tahap selanjutnya mempengaruhi perilaku hukum. Faktor-faktor 

pembentuk budaya sekaligus perilaku hukum dapat dijelaskan melalui 

pendekatan antropologi. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Dengan menggunakan penelitian dengan teknik lapangan, penyusun 

menggunakan beberapa sumber data, yaitu: 

a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh dari 

responden langsung yaitu pihak masyarakat pemuka adat, tokoh 

masyarakat, ulama setempat, dan masyarakat yang memegang 

tradisi tersebut. 

b. Data sekunder, yaitu menjadikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer tersebut. Data sekunder dalam penelitian ini 

adalah studi kepustakaan, buku-buku, artikel ilmiah, arsip-srsip 

yang mendukung atau dokumen-dokumen. 

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder 

berupa kamus besar bahaha Indonesia, kamus hukum dan 

internet. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dengan menggunakan penelitian lapangan, penyusun menggunakan 

teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Observasi, yakni dengan melakukan pengamatan dan 

mengumpulkan informasi serta data berdasarkan kejadian yang 

sedang diteliti, penulis mendatangi desa Mojo Kecamatan Cluwak 

dan desa Gulang Pongge Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten 
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Pati untuk menggali informasi pemberlakuan larangan pernikahan 

Pancer Wali antara kedua warga tersebut. 

b. Wawancara, yakni metode yang digunakan guna mengambil 

informasi atau data keterangan melalui wawancara berdasarkan 

pada tujuan penelitian.18 Data didapatkan dengan cara tanya jawab 

kepada narasumber. Sebelum melakukan wawancara, penyusun 

membuat kerangka pedoman wawancara dengan tujuan sebagai 

acuan saat mencari data, sehingga proses pengambilan data lebih 

terstruktur, rinci, dan tepat sasaran. Narasumber dalam penelitian ini 

Para tokoh agama, tokoh Masyarakat dan generasi Muda. 

c. Dokumentasi ialah sebuah cara untuk dapat memperoleh suatu data 

dan informasi bisa dalam beberapa bentuk, buku, arsip, dokumen 

maupun tulisan angka, gambar dan lain-lain yang bisa dipergunakan 

untuk mendukung penelitian. Dalam metode ini akan digunakan 

dalam proses pengambilan data di desa Mojo dan Gulang Pongge 

kabupaten Pati. 

6. Analisis Data 

Analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis kualitatif.19 

Analisis kualitatif dilakukan dengan  melihat data primer dan sekunder 

 
18 Sutrisno Hadi, Metedologi Research Untuk Penyusunan Paper, Thesis dan Disertasi, 

(Yogyakarta: Andi Offset, 1992). 

 
19 Kualitatif adalah cara menganalisa data tanpa mempergunakan perhitungan angka-

angka, melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang 

penyusun inginkan. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta: 

Fakultas Syari’ah Press, 2004), hlm. 75. 
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dengan mendeskripsikan isi dan stuktur hukum dengan maksud 

mengetahui makna dari peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan penelitian.20 

G. Sistematika Pembahasan 

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang membahas mengenai 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematikaa 

pembahasan. 

Bab kedua merupakan gambaran umum mengenai pernikahan dalam 

hukum positif indonesia, yang memuat tentang idealitas hukum posistif 

indonesia dalam urusan pernikahan yang meliputi pengertian dan dasar 

pernikahan, serta rukun dan syarat pernikahan yang didalamnya akan 

disinggung mengenai wali nikah, dan perempuan yang haram dinikahi serta 

beberapa pernikahan yang dilarang sesuai dengan hukum positif di 

indonesia. Hal ini perlu dijelaskan untuk dijadikan acuan dalam menjawab 

permasalahan dari pokok permasalahan. 

Bab ketiga menjelaskan tentang gambaran wilayah yang menjadi 

objek penelitian, akan dijelaskan pula deskripsi seputar pandagan 

Masyarakat Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan Masyarakat Desa 

Gulangpongge Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati atas larangan 

 
20 Ali, “Metode Penelitian Hukum”, (Bandung: Sinar Grafika, 2013), hlm. 30 
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pernikahan Pancer Wali meliputi pengertian, latar belakang, faktor yang 

mempengaruhi masih ditaatinya larangan pernikahan Pancer Wali. 

Bab keempat menjelaskan mengenai alasan masih diberlakunya 

pernikahan Pancer Wali di Masyarakat Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan 

Masyarakat Desa Gulangpongge Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten 

Pati dengan berbagai alesannya, serta implikasi adanya larangan tersebut 

terhadap kehidupan masyarakat. 

Bab keelima akan diuraikan mengenai jawaban atas pokok 

permasalahan skripsi ini, yang sekaligus merupakan kesimpulan dari bab-

bab sebelumnya dan diakhiri dengan saran-saran ataupun kontribusi yang 

dapat diambil dalam skripsi ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

Bab ini adalah bab terakhir dan didalam bab ini memaparkan terkait 

kesimpulan dari semua pemaparan diatas, salin itu dalam bab ini juga terdapat saran 

agar implementasi Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan 

Nomor 1 Tahun 1974 bisa lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada. 

A. Kesimpulan 

1. Pelarangan pernikahan Pancer Wali masih deipertahankan di Desa Mojo 

Kecamatan Cluwak dan warga Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunung 

Wungkal Kabupaten Pati 

Dipertahankannya pelarangan pernikahan Pancer Wali ini didasarkan pada  

adanya nilai-nilai yang diyakini masyarakat Desa Mojo Kecamatan 

Cluwak dan Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunung Wungkal yang 

terkandung dalam ketentuan pelarangan, yaitu nilai kesetiaan kepada 

adat/tradisi yang mana memiliki tujuan untuk melestarikan budaya yang 

ada, nilai melestarikan ikatan persaudaraan antara warga Desa Mojo dan 

warga Desa Gulang Pongge demi menghargai jasa pahlawan pendiri desa 

pada zaman dahulu kala dan wujud dari ketakutan terhadap kutukan. 

Selain nilai kesetiaan, nilai religius juga masih diyakini oleh warga Desa 

Mojo dan warga Desa Gulang Pongge. Hal ini terbukti dengan kegiatan 

keagamaan yang masih banyak terlaksana di kedua desa yaitu Desa Mojo 

dan Desa Gulang Pongge. Kemudian peringatan haul Mbah Abdullahdan 

Mbah Abdul ‘Adhim juga menjadi sebuah tradisi atau kebudayaan yang 
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diyakini agar selalu diperingati dengan acara mengirim do‟a di 

makamnya. 

2.  Para tokoh agama mengetahui bahwa dalam hukum islam tidak adanya 

larangan pernikahan Pancer Wali. Namun, demi menghormati adat yang 

sudah berlaku mereka memandang bahwa pelarangan  pernikahan Pancer 

Wali perlu dipertahankan.  Para generasi muda yang diwawancara juga 

cenderung  mempertahankan larangan pernikahan Pancer Wali tersebut,  

karena faktor dorongan dari Keluarga dan tokoh adat di kedua desa 

tersebut, yang kerap menceritakan  adanya ketentuan pelarangan 

pernikahan Pancer Wali tersebut. 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah dijabarkan di atas, maka saran dalam 

penelitian ini: 

1. Untuk Kantor Urusan Agama, Tokoh Agama dan Penegak Hukum 

hendaknya mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang 

diterapkan di Indonesia. 

2. Kepada warga Desa Mojo dan warga Desa Gulang Pongge untuk bisa 

mempelajari dan memahami ketentuan-ketentuan yang ada didalam 

peraturan perundangan-undangan, terkait dengan larangan pernikahan 

bahwa larangan pernikahan itu telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam 

dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 
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